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KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DT.MUHAMAD ZEIN PAINAN

Nomor I SOO| /dg /RSUD-2O19

TENTANG

PENUNJUKAN TIM TEKNIS PEMERIKSA OBAT DAN BARANG HABIS PAI{AI (BIIP) DI
LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DT. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

I{ABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DT.MUHAMAD ZEIN PAINAN

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelal<sanaan kegiatar-r Pemeriksa Obat
dan l3arang Habis Pal<ai ctr Rumah Sakit Urnum Daerah Dr.
Muhammacl Zern Parnan tahun elngga-ran 2Ol9 diperlukan
pengkajian secara teknis dan pemeriksaan hasil pekerjaan
terhaclap pelal<sanaan ke giatern dimaksucl ;

bahwa untuk memenuhi rnaksud huruf a c1i atas, perlu
dibentuk 'lirn Tel<nis Pemeril<sa Obnt dan Barang Habis Pal(ai
(BI{P) Rurnah Sal<it Umurn Daerair Dr. Mr-rhammad Zein Painar.r;

l:ahli,:r penunjr:kair-i Tim 'lel<nis Pcmeriksa Obat clern Bareing
Habis Pakai (BHP) sebagaimana dimeiksud huruf et dan hurr-tf b
di at:rs perh-r ditetapkarn dengan Surat Keputuseur Direktrlr
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.

Undang-Undang Nomor 12 Ta1-run 1956 tentang Pembentukan-l
Daerah Otonom l{erblrpatcn clarlarn Lingkr-rng:rn Dtrereih Propinsi
Sumatera 'l'engal-r (Lembar-an Negar:i Republik Indonesia Tahr-rn
1956 Nomor 25) ,Jis Undang-Unclang Drt. Nornor 21 Tahun 1957
(Lembaran Negzrra Republik Indonesia Tahun 1957 Nonror 77) 1o
Undang-Undang Nornor 58 Tahun i95B (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tarnbahan
Lembar-an Neg.lra Republil< Indonesia Nomor 1643);

Undang-Undang Nomor 17 Tarhun 2003 tenlang l{euangan
Negarrzr (Lembar-ain Neg:rrer Re 1tub1t1< Inclonesia Taihun 2003
Nomor 47, 'lermbariram Lembareln Negara Iiepr-rblik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undar-lg Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaarl
Negala (Lembaran NegaLra Republil< Indonesra Tuihun 2OO4

Nomor 5, 'larnbahan Lcrnbaran Negara Repul:lik Indonesia
Nomor a355);

Undang-Undeurg Nonror l5 l'arhr"rn 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dar-r 'larnggung Jarn,ab l(euangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia 'Iahun 2OO4 Nomor 66, Tarnbahan
Lembaran Negara Republil< Indonesiei Nomor aaOO);

Undang-Undang Nomor il2 'fa1"rr:n 2OO4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lermbarain Negarra Rep.lurbhk Indonesia 'I'ahun '2O04

Nornor 125, Tarr-r1.l:rhair-r. Lernberrzrn Negara Repr-rb1ik Inclcrnesia
Nomor 4437) sebagarirnana telerh beberaper kaili dtn-rbah terakhir

Mengingat : 1.

b.

C.

2.

c.).

4.

5.



8.

6.

7.

9.

10.

12.

1-1J.

14,

9engan Unclang-Unda:rg Nomor 12 tahun 2oog tentang
Perubahan Kedua Atas Unda-ng-Undang Nomor 32 Tahun 2oo4
tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor s9, "lambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturaur Pemerintah Nomor 29 Tahun 20oo penyelenggaran
Jasa I(onstruksi (Lembaran Negarra Repr-rblik inclonesia Tahun
2000 Nomor 64, Tau,bahan Lernbaran Negara Repubiik
h-rdonesia Nomor' 3956) sebagaimana telah clir-rbah dLngan
Peraturan Perrerintah Nomor 59 'l'ahun 20ro (Lembaran Negara
Republik Indonesiei Tahun 20LO Nomor 95);

Peraturan Pemerintah Nornor 6 'fahun 2006 tentang pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahur-r 2ooo Nomor 20, Termbahan Leml:ar"an Negara
Republik Indonesia Nomor 4609) sebagarmana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahr:n 2oo8 (Lembaran
Negeira Republik Iridonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tamba-rran
Lemb:rran Negara Reptiblik lnclonesia Nomor 4BS5);

Peratural Presiden Nomor 54 Tahun 2olo ter"rtang pengadaan
Barang/Jasa Peme rintah sebagmmana telah beberapa ka_1i
diubah teraldrir clengan Peraturan Presiden Nornor 70 rahun
2012 tentarg Perubahan ltedr-ra Atas Peratllran Presiclen Nomor
54 Tal-run '2010 tentang Pengercli,lan Barang/Jaser Pemerintah
(Lenrbaran Negarra Repr-rb1i1i Inclonesia Tahun 2012 Nomor 155,
Tambah:rn Lernbaran Negar:r Repubiik Indonesia Nomor 533a);

Keputusan Presiden Republik Inclonesia Nomor 42 tahr,rn 2002
Tentang Pedornan Pelaksanaan Anggaran Pend:rpatan dan
Belarla Negara sebagaimar-ra telailr diubah terarkhir kali dengan
I{epr:tusan Presiden Nomor" 72'l'ail'run 2004;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor I 13 Tahun 2002,
tentang Pedoman Pengurrusan Pertanggungarvaban dan
Pengawasan l(euangan l)aerah serta 'lata Ca-ra Penyusunan
Anggaran Penclapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Daerah I(abupaten Pesisir Selatan Nomor 9 'lahun
20 iB tental-rEl Anggaran Pendapatar-r dan Belanill Daerah
Iiabr-rpaterr Pesisir Sclatan Tarhun Anggaran 2079',

Peraturan Br-rpati Pesrsrr Selatan Nomor 95 Tahun 20lB tentaltg
Penjabarar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
I(abr-rpaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

Peraturan Br-rpati l(erbupaten Pesisir Selatan No 1 Tahun 2015
tentang Pecloman Teknrs Pola Pengelolaal l(euangan Badan
Layanan Umurn Daerah Pada Rumerh Sakit Umum Daerah Dr.
Muharnmad Zein Painan;

Keputusan Br,rpati Pesisir Selatan l"romor : 9O0 I 124 lKptslBVl-
PSI20 19 tentang Perubahan pertama atas Penunjukal Pegawai
Negeri Sipil Menjadi Penggr-rna Anggaran, I(uasa Penggr-rna
Anggaral, Bendaherran Pengeluaretn, Benclaherra Penerimaan
dan l3endahara Pengehrauan Pembantu pada masing-masing
perangl<at daerah dilingl<ungan pemerintah kabupaten pesisir
selatan tahung anggaran 2019;
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

I(EEMPAT

MEMUTUSI{AN :

Penunjukan'lim teknis Pemeriksa Obat dan Barang Habis Pakai (BHP)
di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zetn
Painan dengern sr-rsuneln keernggotaan sebaga.imaner terlampir dalam
Lampiran l(eplltllsan ilri.

Menugaskan cian memberi wewenarrg Tim Teknis sebagaimiana
dimaksud dalam Diktum ke satu dengan ketentuan sebag:ri berikut:

1. Membantu lKPAlPenjabat pembuat komitmen melakuka,n
pemeriksaan terhadap obat dan baraug harbis pakai di
lingkungan RSUD Dr.M.Zein Painan dengan cara
membandingka:r antara kondisi fisitr< barang dengan spesifikasi
/jr-rmlair barang yalg tercantum dzr-lam dokumen kontrak yang
ditandatangemi oleh I(PA/Penjabat Pembuat Komitmen dengan
penyedia.

2. Melakukal uji fur-rgsi sesueri dengzrn ketentuan yarrtg berlaku.
3. Menerndatangani berita acara 1-rasi1 pemeriksaan.
4. Berita aceua hasil pemeril<saeitr diserahtr<an kepada I(PA/PPK

untuk dersarr penerbitarn berrta acara serarh terima hasil
pekerjaau-t.

Segala biaya untuk pelaksanaal tugas panitia dimaksud pada Diktum
KESATU Keputusan ini dibebankan pacla Anggaran Pendapatan dal
Belanja Daerah Tahun 2019.

I(eputusal ini berlaku sejak tanggal yeurg telah ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian han terdapat 1<ekeliruan dalam
penetapan ini akan diperbarki kembali seltagarrnana rnestinya

di Painan
gustus 2019

Tembr-rsan : Surat Keputusan ini disampaikatl kepada ;

1. Yth. Bapak Bupati Pesisir Selatan c1i Painan.
2. Yth. I(abag Adtninistrasi Pembangunan cii Painan
3. Yth. I(abag Keuangan Setda Pesisir Selatertr di Painan
4. Yang bersangkutan.
5, Arsip.



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREI(TUR RSUD DT, MUHAMMAD ZtrIN PAINAN
Nomor
TanggaJ
'l'entang

:B(JO/ /@ /RSUD-2019. /o!,4at/r dn1\-/ 
-: PENUNJUI(AN TIM TEI(NIS PtrMERII(SA OBAT DAN

BARANG i-IABIS PAKAI (BPH) DI LINGKUNGAN RUMAH
SAKIT UMUM DAERAi-{ DT. MUHAMMAD ZtrIN PI\INAN
KABUPATtrN PESISIR StrLATAN TAHUN ANGGARAN
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NO NAMA / NIP PANGKAT/
GOL JABATAN INSTANSI

1.
Sr-rgiarto
NrP. 1 970010320070 1 1 009 tr lb Ketua

RSUD Dr.
Mul-:.ammad Zein

Parinan I(ab.
Pesisir Selatan

2. Yola Sa-fitri, S.Farm,Apt Anggota

RSUD Dr.
Muhammad Zein

Painan Kab.
Pesisir Selatan

3. Eva Marlinda,A.Md.I(el: Anggota

RSUD Dr.
Muharnmad Zern

Painern Kab.
Pesisir Sela.tan


